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TENTANG
TIM PEMANTAU KETAHANAN PANGAN %
PRESIDEN REPUBLIK INDO &\
Menimbang : a bahwa untuk menunjan aya p an d uasi ketahanan
pangan dalam rangka an dan p gan kerawanan

pangan secara lepi : e%at dan\ tex , dipandang perlu
membentuk Ti etaha Jgan;
b. bahwa se @g gan t, perlu ditetapkan Keputusan
ents m etahanan Pangan.

Mengingat <; { mg-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PEMANTAU
KETAHANAN PANGAN.
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Pasal 1

&

Membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan, a dalam
Keputusan Presiden ini disebut Ti , an susunan
keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Negara Pangan dan Ho tura, sebagai Ketua merangkap

Anggotg; X
2. Menteri Pertanian ~--»@V» ikKetua Anggota.
' Berindust , ar% »

fdag Anggotg;

a Kecil dan Menengah, sebagal

am Negeri, sebagai Anggota;
9. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
10. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;

11. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional, sebagai Anggota;

12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota;

13.Kepala Badan Urusan Logistik, sebagai Anggota;

14.Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai Anggota.

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Tim Pemantau bertanggung jawab kepada Presi q§n %
Pasal 3 &X

Tim Pemantau, bertugas:

1. Mengindentifikasi dan %\Jﬁ b@ng men;j adi
penyebab atau dapat Ibatkan ti mbul@ anan pangan;

2. Merumuskan

angkah-langkah yang
<

terkoordinas, penanggulangan masalah

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Pemantau dapat:
a. membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan;

b. menggunakan instans Pemerintah sebagai pelaksana teknis dalam

penanggulangan kerawanan pangan.

Pasal 5 ...
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Pasal 5
Tim Pemantau didukung oleh sebuah sekretaria&yan ungsional
dipimpin Sekretaris Menteri Negara Pangan dan%
Pasal 6
(1) Untuk mendukung kelancaran im tau, di Daerah
Tingkat | dibentuk Ti tau Ketah Daerah, yang

diketuai oleh Gub gkat4/

(2) Susunan keandgdot | ntagan Ketahanan Pangan Daerah
ditetapka » ur Kepala Daerah Tingkat |,
deng I’perti

aTIm Pemantaul.
3 K angan Daerah melakukan pemantauan
dan ggu awanan pangan di daerah yang bersangkutan

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau
dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara
Pangan dan Hortikultura.

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau
Ketahanan Pangan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8 ...
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Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatang%al ditetap

Ditetapkan di %

padatanggal 11 Agustus 199
PRESIDE UBLIK INDONESIA
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